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MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Bupati Maluku Tenggara Barat

Jakarta, 03 April 2017 — Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perkara Nomor : 49/PHP.BUP-XV/2017
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Nomor : 12/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun
2017, pada Senin (03/04) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan.

Pada sidang perdana, Jumat (17/3), Pemohon menyebutkan pada pokok permohonan pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 3 Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella serta Nomor
Urut 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty adalah Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPUkab.MTB/11/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil
Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

Pada sidang selanjutnya, Rabu (22/3), MK kembali menggelar sidang PHP Kada Kabupaten Maluku Tenggara
Barat dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait untuk dua perkara, yakni perkara yang
dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella
serta Nomor Urut 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty. KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
diwakili Charles B. Litaay, membantah semua dalil yang diungkapkan pemohon mengenai kecurangan yang
dilakukan termohon. Termohon menjelaskan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah sesuai
dengan perundang-undangan. Terkait dengan dalil pemohon yang menyebut terdapat DPT ganda yang
menguntungkan Pasangan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly, termohon membantahnya.

Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat, MK juga akan memutus 3 perkara lainnya di
waktu yang sama, yaitu Perkara Nomor : 4/PHP.BUP-XV/2017 PHP Kabupaten Aceh Timur yang dimohonkan oleh
Ridwan dan Abdul Rani, Perkara Nomor : 8/PHP.BUP-XV/2017 PHP Halmahera Tengah yang dimohonkan oleh
Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar dan Perkara Nomor : 11/PHP.KOT-XV/2017 Walikota Batu yang dimohonkan
oleh Rudi dan Sujono (Lambang)
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